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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 768 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL UMI.MIYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan mad.rasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melaiui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan
sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Penilai, surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Nomor B- 17 9 I KK. to.4 / 02 I ps.oo / fit / 20 1 9 tanggal
25 Maret 2019 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang pendidikan
Madrasah Nomor 0003/NDIPMl2otg tanggal g Juli 2olg 

".hi.rgg.layakdiberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang pemberian Izin
operasional Raudhatul Athfal umi-Miyah Kabupaten Bandung;

: 1. Undang-Undang Nomor 20 rahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor TB,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor lsr,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5g6);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor i3 Tahun 2015 tentang pen:bahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67o);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 'lahun 200g tentang wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor' 48 Tahun 2oog tentang pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0B Nomor
91, Tambahan Lembaran Nega:a Re pubiik Indonesia Nomor 4g64);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2o0g tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor '1.g4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49a\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2o1o tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembu.rrn N.gr.ra Republik Indonesia
Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nomor 77 Tahun 2olo tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201o Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5152);

B. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20ls tentang Kementerian Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tatrun 2OOZ Standar
sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah,
Sekolah Menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan sekthrr
Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
standar Pelayanan Minimal pendidikan di Kabupaten /Kotasebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan d.an
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2o1o tentang standar
Pelayanan Minimal pendidikan di Kabupaten /Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor
Kompetensi Lulusan dan Standar
Bahasa Arab di Madrasah (Berita
20OB Nomor 11);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekotah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2o13 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang
Pengawas Madrasah dan pengawas pendidikan Agama Islam pada
sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6ga[

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 85l);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 rahun 2oL3 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Ild,onesia
Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang penyerenggaraan pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27Ol);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2076 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1a9g;

2 Tahun 2O0B tentang Standar
Isi Pendidikan Agama Islam dan
Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KtrTIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSI(AI[:

KEPUTUSAN KEPALA KAI{TOR TILAYAII KEMEITTEBIAIT AGAUA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIATT
RAUDHATUL ATHFAL UMI.MTYAH I{ABUPATEN BANDUNG.

Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfar yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatur Athfal kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasa_rana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi paud/RA kepada
BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan"

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar peiayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurr.f b mendapat peringkat
minimal c. maka izin operasiona-1 sebagaimana dimaksud daram
Dikrum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar peiayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan danf atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal c, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019

KEPALA I(ANTOR WILAYAH
AGAMA

VINSI JAWA BARAT
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA I{ANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 768 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHTAL UMI.MIYAH
I{ABUPATEN BANDUNG

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1 Nama Madrasah Raudhatul Athfal Umi-Miyah

2 Nomor Statistik Madrasah 101232040768
3 Alamat Madrasah Kp. Baduyut

Desa/Kelurahan Baros
Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat

4 Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Pendidikan Islam Umi-Miyah

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

H. Iwan Yusuf Anwari, S.H.

No. 12 Tanggal 12 Juni 2Ot7

6 Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

No AHU - 009916.AH.01.O4.Tahun 2OtZ

Tanggal 14 Juni 2Ol7

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

VINSI JAWA BARAT


